
d. bahwa . 

Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) 
rum.ah Dinas beserta perlengkapannya; 

c. bahwa Pemerintah Kota Depok, saat ini belum dapat 
menyediakan rumah Jabatan bagi Pimpinan atau Rumah 
Dinas untuk Anggota DPRD Kota Depok; 

berdasarkan Pasal 18 ayat ( 1) Peraturan b. bahwa 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan DPRD disediakan 
masing-masing 1 (satu) rumah Jabatan beserta 
perlengkapannya dan I (satu) unit Kendaraan Dinas 
Jabatan; 

Peraturan : a. bahwa berdasarkan Pasa.l 17 ayat ( 1) Menimbang 
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3. Undang .... 

d. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal ini 
Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rum.ah 
Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD, 
Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan 
perumahan; 

e. bahwa berdasarkan Pasa.l 20 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf d, 
Tunjangan Perumahan diberikan dalam bentuk uang dan 
dibayarkan setiap bulan; 

f. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (4) Peraturan 
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf d, 
ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan 
perumahan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD 
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; 

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c huruf d,huruf e, dan 
huruf f, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 
Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Tahun 
Anggaran 2014; 

: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, 
Kolusi clan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); 

Mengingat 



9. Undang . 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang 
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tent.ang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

• 



14. Peraturan ....... 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan P{erundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ten tang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republic Indonesia Nomor 4712); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republic Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4 737); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 



Pasal 1. .... 

14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2007 
tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang 
menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran 
Daerah Kot.a Depok Tahun 2007 Nomor 07); 

15. Peraturan Daerah Kot.a Depok Nomor 08 Tahun 2008 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kot.a Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kota Depok Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 
Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 20); 

16. Peraturan Daerah Kot.a Depok Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11); 

17. Peraturan Daerah Kot.a Depok Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Kot.a Depok Tahun 2008 Nomor 12); 

18. Peraturan Daerah Kot.a Depok Nomor 09 Tahun 2013 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Depok Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota 
Depok Tahun 2013 Nomor 09); 

19. Peraturan Walikota Depok Nomor 48 Tahun 2013 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kot.a Depok Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota 
Depok Tahun 2013 Nomor 48); 

MEMUTUSKAN 

: PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG TUNJANGAN 

PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 

ANGGARAN 2014 

Menetapkan 

• 



BJ. BTY SURYAIIATI 
SERITA DABRAH KOTA DEPOK TAHUR 2013 BOKOR •• ~.7 

Diundangkan di Depok 
pada tanggal 30 Desember 2013 

SEKRBT.ARIS DABRAH KOTA DBPOK 

B. BUR IIAIIMUDI ISMA tJL 

Ditetapkan di Depok 
pada tanggal 30 Desember 2013 
WALIKOTA DBPOK, 

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dibayarkan setiap bulan terhitung mulai Januari 2014. 

Pasa.12 
Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Depok 

Rp. 9.500.000/orang per bulan 
Rp. 9.000.000/orang per bulan 
Rp. 8.500.000/orang per bulan 

a. Ketua 
b. Wakil Ketua 
c. Anggota 

Pasal 1 
( 1) Besamya tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan 

Anggota DPRD Kota Depok Tahun Anggaran 2014 adalah 
sebagai berikut: 

• 


